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ABSTRAK 

 

Pernyataan putusan Kepailitan harus memalui mekanisme permohonan 

kepada pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU 

bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan 

dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Kemudian 

dalam Pasal 8 ayat (4) dijelaskan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus 

dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana 

bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) telah dipenuhi. UU KPKPU mengenal adanya konsep pembuktian 

sederhana, namun undang-undang ini tidak menjelaskan kriteria dari pembuktian 

sederhana tersebut, Sehingga penafsiran tehadap pembuktian sederhana begantung 

kepada hakim yang memeriksa perkara pailit, dengan demikian akan timbul 

ketidak jelasan dan memperoleh putusan yang bebeda atara hakim yang satu 

dengan hakim lainnya. Sebagai contoh misalkan apabila unsur dalam Pasal 2 ayat 

(1) dibuat dengan akta dibawah tangan, apakah kemudian hal ini dapat diajukan 

pailit atau sebaliknya. 

 

Kata Kunci: Pembuktian, Sederhana, Kepailitan, Akta. 
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ABSTRACT 

 

Declaration of bankruptcy must go through the mechanism of petition to 

the court as determined in Article 3 paragraph (1) of the KPKPU Law that the 

Decision on the request for bankruptcy statement and other matters related and / 

or regulated in this Law, is decided by the Court whose jurisdiction covers the 

area of legal position of the Debtor. Then in Article 8 paragraph (4) it is 

explained that the application for a statement of bankruptcy must be granted if 

there are facts or circumstances which are simple evidence that the requirements 

for bankruptcy as referred to in Article 2 paragraph (1) have been fulfilled. The 

KPKPU Law recognizes the existence of a concept of simple evidence, but this 

law does not explain the criteria of the simple evidence, so the interpretation of a 

simple evidence depends on the judge examining the bankrupt case, thereby 

creating uncertainty and obtaining a different decision between a judge and other 

judge. For an example, if the contain in Article 2 paragraph (1) are made with a 

under the hand certificat, is it possible to this is to apply for bankruptcy or vice 

versa. 
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